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Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern 
pada Sistem Penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”, dengan 
rumusan masalah bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada sistem 
penggajian dan bagaimana analisis penerapan sistem pengendalian intern pada 
sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi/pengamatan, wawancara, 
dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada ketua dan administrasi BMT 
An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem 
pengendalian intern pada sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin sebagian 
sistem telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan fungsi yang telah 
ditetapkan, tetapi ada beberapa yang merangkap dua fungsi sekaligus seperti 
fungsi pencatatan waktu hadir dengan fungsi pembuatan daftar gaji, dan fungsi 
akuntansi dengan fungsi keuangan. Dapat disimpulkan bahwa di BMT An-Nur 
Rewwin telah memisahkan sebagian tugas dan tanggung jawab fungsional terkait 
dengan sistem pengendalian intern pada masing-masing bagian dalam sistem 
penggajian karyawan. Prosedur yang sederhana dalam sistem penggajian di BMT 
An-Nur Rewwin agar mudah dipahami dan dimengerti. Sudah ada pemisahan 
tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, sistem otorisasi, dan 
prosedur pencatatan yang baik, praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi 
setiap bagian-bagian organisasi di BMT An-Nur Rewwin.  
Saran yang dapat penulis berikan adalah bagian fungsi yang merangkap 
dua fungsi sebaiknya dipisah supaya lebih efisien dan efektif. Dan pencatatan 
transaksi seperti slip gaji sebaiknya jangan dijadikan satu slip, karena setiap 
karyawan menerima jumlah gaji yang berbeda. Bukti kas keluar, distribusi biaya, 
biaya gaji dalam pencatatan laporan keuangan ada bagian khusus yang 
menangani transaksi tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu hal penting bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan di 
tingkat manajemen adalah memberikan perhatian terhadap sumber daya 
manusia (SDM). Karena manusia menjadi faktor utama dalam setiap 
kegiatan perusahaan. Perhatian tersebut dapat berupa peningkatan skill atau 
kemampuan dengan cara pelatihan, pembekalan studi lanjut maupun 
pemberian balas jasa yang layak. 
Apabila pekerja atau karyawan perusahaan memperoleh imbalan jasa yang 
layak dan pantas untuk diterima, maka kemungkinan untuk terjadi 
kecurangan maupun perlawanan-perlawanan terhadap perusahaan semakin 
kecil. Gaji mempunyai arti sebagai suatu penghargaan dari usaha karyawan 
atau pekerja yang sudah pasti jumlahnya pada setiap waktu yang telah di 
tentukan terlebih dahulu, misalnya bulanan atau mingguan. Gaji merupakan 
biaya tenaga kerja yang merupakan unsur terbesar yang memerlukan 
ketelitian dalam penempatan, penggolongan, pencatatan, serta pembayaran. 
Untuk mengatasi kekeliruan akibat ketidaktelitian dan tidak tepatnya 
penempatan, penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji 
karyawan, maka perlu diatur tingkatan kerja dan jabatan yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 



































Perusahaan dalam menentukan gaji pekerja atau karyawan harus 
berpedoman pada jam kerja karyawan. Selain itu, prestasi pekerja dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan juga turut diperhitungkan dalam penentuan 
gaji tenaga kerja. Penentuan gaji karyawan memang terlihat mudah, namun 
dalam pelaksanaannya sangatlah kompleks, apalagi bagi perusahaan yang 
belum memiliki sistem pengendalian intern dan sistem penggajian yang 
bersifat objektif terhadap para karyawan. 
Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk 
memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. 
Tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian intern adalah untuk 
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi, untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan, untuk 
menjaga kelancaran operasi perusahaan, untuk menjaga kedisiplinan 
dipatuhinya  kebijakan manajemen, dan agar semua lapisan yang ada 




Sistem Pengendalian Inten (SPI) dalam sistem penggajian adalah hal yang 
harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk melindungi perusahaan dari 
segala tindak kecurangan yang berhubungan dengan sistem penggajian.  
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 
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 V Wiratna Sujarweni, Sistem Akuntansi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 69. 



































mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian 
intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada 
unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, sistem 
pengendalian intern tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah 




Gaji merupakan hak yang harus diterima oleh setiap karyawan atau 
pekerja sebagai hasil dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji juga 
merupakan suatu dorongan untuk memotivasi para karyawan supaya lebih 
giat lagi dalam melakukan pekerjaannya terhadap perusahaan. Gaji yang 
diterima oleh para karyawan harus sesuai dengan kualitas pekerjaannya. 
Sistem pengendalian intern dan sistem penggajian yang baik dan benar 
merupakan salah satu faktor terpenting dalam perusahaan, karena dalam hal 
ini juga turut menentukan produktifitas suatu perusahaan. Jika sistem 
pengendalian intern dan sistem penggajian pada perusahaan tersebut tidak 
baik, maka kemungkinan besar terjadi penyelewengan maupun kecurangan 
dalam perusahaan. 
Istilah baitulmal wattamwil saat ini diartikan sebagai suatu badan atau 
institusi keuangan yang memadukan fungsi baitulmal dan baitultamwil. 
Baitulmal  lebih mengarah pada suatu pengumpulan dan penyaluran dana 
yang non-profit, seperti: zakat, infak, dan sedekah, sedangkan baitultamwil 
sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial. Usaha-usaha tersebut 
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 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 129. 



































menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga 




Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang 
dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-
kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk 
menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari’ah, 
maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank 
yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam.
4
 
BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang dibutuhkan karena 
kondisi perekonomian rakyat. BMT di arahkan pada pelayanan dan 
pengembangan ekonomi masyarakat lemah dan miskin yang sering tidak 
terjamah oleh lembaga keuangan lain. Baitul Maal adalah lembaga keuangan 
yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum 
muslimin, yang kegiatannya lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan 
penyaluran dana yang bersifat non-profit. Adapun baitul Maal adalah 
lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam 
bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito, dan menyalurkan dana 
tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan terhadap 
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 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi-2 
(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96. 
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 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktik), (Bandung: 
CV Pustaka Setia, 2012), 317-318. 
 



































pengembangan usaha-usaha produktif, berdasarkan prinsip syariah melalui 
mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. 
Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara 
transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada 
periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan 
keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama 
ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha 
harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan. 
BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran 
masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama 
semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah 
sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau 
lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. 
BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. 
Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme kontrolnya 
tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau 
aqidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. 
Salah satunya BMT An-Nur Rewwin yang terletak di Sidoarjo. Sejak 
didirikan tanggal 16 Mei 2007, BMT An-Nur Rewwin menyediakan produk-
produk yang sesuai syariah. Ada tiga produk simpanan: yakni Simpanan 
Mud}a>rabah, Simpanan Kurban dan Akikah, dan Simpanan Pendidikan. Ada 
empat produk pembiayaan: yaitu Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan 
Mura>bah}ah}/Bai’ bi al-Tsaman ‘Ajil, Pembiayaan al-Qard{ al-H{asan, dan 



































Gadai syari’ah (al-Rah}n), semua pembiayaan ini terdapat sistem bagi hasil 
yang diterapkan dan disepakati pada awal akad, kecuali pembiayaan al-qard{ 
al-h{asan.  Pembiayaan ini merupakan pembiayaan lunak yang diberikan atas 
dasar kewajiban sosial semata, penerima pembiayaan hanya dituntut 
mengembalikan pokok pembiayaan.  
Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk melakukan 
pengecekan terhadap sistem penggajian. Suatu keharusan perusahaan untuk 
menerapkan sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya 
manipulasi, penyelewengan dan kecurangan yang dapat merugikan 
perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin masih menerapkan sistem 
penggajian secara manual dalam melakukan penggajian kepada 
karyawannya. Penerapan sistem manual dalam penggajian di BMT An-Nur 
Rewwin tersebut memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan. Beberapa 
kelemahan tersebut diantaranya sistem presensi data yang kurang efektif, 
cara perhitungan gaji yang kurang efisien, penyimpanan data gaji kurang 
terjamin, sulitnya akses data dan informasi mengenai pegawai, serta adanya 
kesulitan dalam pembuatan laporan mengenai penggajian karyawan. 
Kelemahan penerapan sistem penggajian manual seperi yang diterapkan di 
BMT An-Nur Rewwin, berdampak pada tingkat keakuratan data. Sistem 
penggajian manual mengandalkan tenaga manusia atau bisa disebut 



































karyawan sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan 
dalam proses pelaksanaan sistem penggajian tersebut. 
Berdasarkan latar belakang masalah dan pentingnya sistem pengendalian 
intern dalam sistem penggajian perusahaan, maka penulis dalam penelitian 
ini mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Sitem 
Penggajian di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru 
Sidoarjo.” 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi dan batasan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Sistem pengendalian intern dan sistem penggajian masih menggunakan 
sistem secara manual sehingga mempunyai resiko yang tinggi dalam hal 
efisien, keakuratan data, ketepatan waktu, pencarian data, dan 
perhitungan data. 
2. Data absensi belum terstruktur. 
3. Sistem presensi data secara manual menyebabkan sulitnya melakukan 
pencarian data gaji setiap karyawan. 
4. Kurangnya pengendalian presensi, penyimpanan data karyawan sehingga 
memungkinkan data penggajian hilang atau terselip di tumpukan berkas-
berkas lainnya. 
Sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian memiliki cakupan 
yang sangat luas. Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 



































1. Penerapan sistem pengendalian intern pada sistem penggajian di Baitul 
Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
2. Analisis sistem pengendalian intern pada sistem penggajian di Baitul 
Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada sistem penggajian 
di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo? 
2. Bagaimana analisis penerapan sistem pengendalian intern pada sistem 
penggajian di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru 
Sidoarjo? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah 
dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 
Peneliti mengambil penelitian terdahulu berupa jurnal. Penelitian 
terdahulu berisi nama, tahun penelitian, judul penelitian, metode penelitian, 
hasil penelitian, persamaan dan perbedaan. Supaya lebih mudah untuk 
membacanya, peneliti telah merangkum jurnal terdahulu seperti di bawah 
ini: 



































1. Pada jurnal penelitian Henny Lestari dan Masodah (2015), yang berjudul 
analisis pengaruh sistem pengendalian intern penggajian beban kerja dan 
saran prasarana terhadap kepuasan gaji di SMA Negeri 42 Jakarta. 
Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa sarana- prasarana mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan gaji, sedangkan sistem pengendalian intern penggajian 
dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan gaji. Persamaan 
penelitian sekarang dengan terdahulu adalah sistem pengendalian intern 
dalam sistem penggajian. Dan perbedaannya adalah peneliti sekarang 
lebih fokus pada penerapan dan analisis sistem pengendalian intern dalam 
sistem penggajian, sedangkan peneliti terdahulu tidak hanya sistem 
pengendalian intern penggajian saja tapi juga meneliti beban kerja, dan 
sarana prasarana terhadap kepuasan gaji.
5
 
2. Pada jurnal Sulung Yogi Hardhanto, David Paul Elia Saerang, dan 
Harijanto Sabijono (2015), yang berjudul analisis sistem pengendalian 
intern penggajian karyawan pada PT. BPR Prisma Dana. Dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut BPR 
Prisma Dana telah memisahkan tugas dan tanggungjawab fungsional pada 
masing-masing bagian penggajian karyawan. BPR Prima Dana telah 
melaksanakan prosedur penggajian dengan cukup efektif. Sistem 
pengendalian intern penggajian karyawan BPR Prima Dana dikatakan 
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 Henny Lestari dan Masodah, “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Penggajian, 
Beban Kerja dan Sarana Prasarana terhadap Kepuasan Gaji di SMA Negeri 42 Jakarta” (Jurnal 
Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol.20 No.2, 2015), 85. 



































cukup efektif dilihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab 
dalam struktur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan yang baik 
walaupun masih terdapat perangkapan tugas oleh manajer SDM. 
Persamaan penelitian sekarang dengan terdahulu adalah analisis sistem 
pengendalian intern dalam penggajian. Dan perbedaanya adalah peneliti 
sekarang tidak hanya analisis sistem pengendalian dalam sistem 




3. Pada jurnal penelitian Ribka Fininalce Tampi dan Jantje J. Tinangon 
(2015), yang berjudul analisis sistem pengendalian intern terhadap 
penggajian pada Grand Sentral Supermaket Tomohon. Dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif kuatlitatif. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan sistem yang diterapkan dalam perusahaan telah 
berjalan efektif dengan adanya pencatatan yang terstruktur dan jelas, dan 
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. 
Manajemen sebaiknya meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap 
kedisiplinan dari para karyawannya. Persamaan penelitian sekarang 
dengan dahulu adalah analisis sistem pengendalian intern pada 
penggajian. Perbedaannya adalah peneliti sekarang tidak hanya analisis 
sistem pengendalian dalam sistem penggajian saja tetapi penerapan 
sistemnya juga di BMT An-Nur Rewwin. Sedangkan penelitian terdahulu 
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 Sulung Yogy Hardhanto, David Paul Elia Saerang dan Harijanto Sabijono, “Analisis Sistem 
Pengendalian Intern Penggajian Karyawan pada PT. BPR Prisma Dana” , (Jurnal Berkala Ilmiah 
Efisiensi Volume 15 No. 05, 2015), 119.  







































4. Pada jurnal penelitian Aminatul Husniyah, Darminto, dan Dwiatmanto 
(2015), yang berjudul analisis pengendalian internal pada sistem 
penggajian karyawan pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan pengendalian internal pada sistem penggajian 
karyawan di RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep, fungsi pembuat daftar 
gaji berada dibawah fungsi keuangan, sebaiknya fungsi pembuat daftar 
gaji dipindah ke sub bagian kepegawaian sesuai dengan job deskripsi yang 
ada, kemudian terkait mutu karyawan dibeberapa fungsi masih ada 
penambahan karyawan yang berlebih itu sebaiknya dikurangi agar kinerja 
lebih efektif dan maksimal. Persamaan penelitian sekarang dengan dahulu 
adalah analisis sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian. 
Perbedaannya adalah dari segi objek penelitian berbeda, penelitian 
sekarang meneliti di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, sedangkan 
penelitian terdahulu meneliti di RSUD Dr. H. Moh Anwar Sumenep.
8
 
5. Pada jurnal penelitian Yenni Vera Fibriyanti (2017), yang berjudul 
Analisis sistem informasi akuntansi penggajian dalam rangka efektivitas 
pengendalian internal perusahaan. Dengan menggunakan metode 
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 Ribka Fininalce Tampi dan Jantje J. Tinangon, “Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap 
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Ratulangi Manado, 2015), 63. 
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 Aminatul Husniyah, Darminto, dan Dwiatmanto, “Analisis Pengendalian Internal pada Sistem 
Penggajian Karyawan (Studi pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)”,  (Jurnal Administrasi 
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penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menemukan 
bukti bahwa bagian akuntansi masih bertanggung jawab dalam 
pembayaran gaji dan upah karyawan serta masih bertanggung jawab 
melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar hadir karyawan dan 
membuat daftar rekap daftar hadir karyawan sehingga memungkinkan 
adanya penyelewengan. Praktik yang sehat yang diterapkan untuk 
mendukung efektifitas pengendalian intern adalah gaji pokok karyawan 
dibayarkan dengan mentransfer gaji pokok ke rekening masing-masing 
karyawan oleh direktur dan slip gaji dibuat rangkap lima. Persamaan 
penelitian sekarang dengan dahulu adalah analisis sistem penggajian. 
Perbedaannya adalah peneliti sekarang tidak hanya meneliti sistem 
penggajiannya saja, tetapi sistem pengendalian internal juga. Dan objek 
penelitian juga berbeda. Sedangkan peneliti terdahulu hanya meneliti 
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 Yenni Vera Fibriyanti, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Rangka 
Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi kasus pada PT. Populer Sarana Medika, 
Surabaya)”,  (Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume II No. 1—Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya, 2017), 371. 
























































gaji di SMA 
Negeri 42 
Jakarta. 




































tapi juga meneliti 



























































































































































































































































meneliti di BMT 
An-Nur Rewwin 
Waru Sidoarjo, 




































































































internal juga. Dan 





























































oleh direktur dan 














































E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pada sistem 
penggajian di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru 
Sidoarjo. 
2. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pada sistem 
penggajian di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru 
Sidoarjo. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Terdapat kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis: Penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari lebih luas 
dan bisa menambah wawasan tentang sistem pengendalian intern pada 
sistem penggajian. 
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi 
sumbang pikiran dalam menyempurnakan sistem pengendalian intern 
pada sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
G. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul “ Analisis sistem pengendalian intern pada sistem 
penggajian di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru 
Sidoarjo”.  
Di bawah ini terdapat beberapa istilah yang perlu penjelasan dari judul 
tersebut adalah: 



































Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk 
memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. 
Pengendalian intern diharapkan dapat melindungi kekayaan perusahaan yang 
diakibatkan dari pencurian, penggelapan uang oleh karyawan, 




Pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup 
keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian intern berada dalam 
proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. 
Sistem penggajian adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk 
memberi gaji kepada karyawannya atas jasa-jasa yang mereka berikan. Gaji 
adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 
dilakukan perusahaan setiap bulan. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan 
ataupun instansi harus mempunyai pengendalian intern dan sistem 
penggajian yang baik dan benar, supaya tujuan perusahaan bisa dicapai 
dengan tepat. Sistem penggajian sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, 
karena gaji merupakan apresiasi untuk para karyawan atas kinerjanya, 
apabila gaji yang diperoleh karyawan sesuai dengan kinerjanya maka 
karyawan itu merasa dihargai oleh perusahaan dan akan lebih giat lagi untuk 
bekerja. Begitu pula sebaliknya, apabila gaji yang diterima tidak sesuai 
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 V Wiratna Sujarweni, Sistem Akuntansi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 69-70. 



































dengan kinerjanya, maka otomatis karyawan tersebut akan malas-malasan 
bekerja, dan bisa jadi karyawan itu mengundurkan diri dari pekerjaanya. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 
dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 
selanjutnya dicarikan cara pemecahaannya.
11
 
Studi ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode 
deskriptif  adalah menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis 
sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. 
Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik dibutuhkan 
serangkaian langkah yang sistematis. Langkah tersebut terdiri atas 
penentuan data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, 
teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. 
1. Data yang dikumpulkan 
 Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya 
pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi: 
a. Data terkait sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian. 
b. Data terkait analisis sistem pengendalian intern dalam sistem 
penggajian. 
2. Sumber data 
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 Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta : Logos, 2001), 1. 



































 Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder: 
a. Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber 
informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau 
pengambilan data secara langsung dengan objek yang diteliti.  
b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari 
hal-hal yang berasal dari buku-buku atau dokumen tertentu. 
3. Teknik pengumpulan data 
 Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer 
untuk keperlukan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang 




 Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 
pada objek yang diteliti di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
Dalam hal ini peneliti ingin mengamati tentang sistem pengendalian 
intern dalam sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru 
Sidoarjo. 
b. Wawancara 
 Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung 
dengan responden/pimpinan dan karyawan BMT An-Nur Rewwin 
Waru Sidoarjo. Dalam hal ini peneliti ingin bertanya tentang sistem 
pengendalian intern, sistem penggajian, dan prosedur penggajian di 
BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.  
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 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 74. 



































c. Dokumentasi  
 Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang 
dimiliki oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo berupa dokumen 
sistem pengendalian intern, catatan prosedur sistem penggajian, dan 
dokumen sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
4. Teknik pengolahan data 
 Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan 
tahapaan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan 
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi 
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
13
 Teknik ini 
digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 
penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi 
dokumentasi. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 
diperoleh.
14
 Teknik ini digunakan penulis untuk menyusun dokumen-
dokumen atau informasi yang telah diperoleh di BMT An-Nur Rewwin 
supaya bisa menjawab semua pertanyaan di rumusan masalah. 
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 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi penelitian (Jakarta: Bumi Aksara. 1997), 153. 
14
 Ibid., 154. 



































c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainya, sehingga 
diperoleh kesimpulan.
15
 Teknik ini dilakukan penulis untuk 
menganalisis antara data yang diperoleh di BMT An-Nur Rewwin 
dengan teori yang sudah menjadi acuan untuk menganalisis. 
5. Teknik analisis data   
 Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan 




 Untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan metode 
deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut digunakan 
untuk menggambarkan secara sistematis penerapan sistem pengendalian 
intern, dan sistem penggajian. 
 Setelah menggambarkan secara sistematis penerapan sistem 
pengendalian intern dan sistem penggajian, tahap selanjutnya adalah 
melakukan analisis untuk menemukan relevansi antara data sistem 
pengendalian intern dan sistem penggajian dengan teori sistem 
pengendalian intern dan sistem penggajian. 
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif   (Bandung: Alfabeta, 2005), 41. 



































I. Sistematika Pembahasan 
Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah 
ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam 
penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada 
penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut: 
1. BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang: Latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
2. BAB II Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual yang memuat uraian 
tentang: Sistem, tujuan, unsur, komponen, kegiatan dan penyebab 
gagalnya pengawasan sistem pengendalian intern, serta berisi sistem 
penggajian, prosedur penggajian, metode penyusunan daftar gaji dan 
upah, bagian yang terkait dan kegiatannya dalam penggajian dan 
pengupahan,  dokumen yang digunakan oleh sistem penggajian, fungsi 
yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, dan 
bagan alir dokumen sistem penggajian. 
3. BAB III Data Penelitian memuat uraian tentang: gambaran umum beserta 
data perusahaan yang studi penelitian, meliputi sejarah berdirinya, 
struktur organisasi, dan sistem penggajian yang berisi tentang fungsi, 
prosedur, unsur  di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
4. BAB IV Analisis Data memuat uraian tentang: penerapan sistem 
pengendalian intern pada sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin, dan 



































analisis penerapan sistem pengendalian intern pada sistem penggajian di 
BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. 
5. BAB V Penutup memuat uraian tentang: kesimpulan dan saran terhadap 
sistem pengendalian intern pada sistem penggajian di BMT An-Nur 
Rewwin Waru Sidoarjo. 


































SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PENGGAJIAN 
A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sebelum membahas pengertian sistem pengendalian intern, sebaiknya 
terlebih dahulu diberikan pengertian sistem, dan pengendalian intern dan 
sistem pengendalian intern. 
1. Pengertian Sistem 
Menurut Mulyadi menjelaskan, “sistem adalah suatu jaringan 
prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 
kegiatan pokok perusahaan”.1 Sedangkan menurut Widjajanto 
menjelaskan, “sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian 
yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga 
tahapan, yaitu input, proses, output”.2 Sementara menurut James A 
Hall menjelaskan, “sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih 
komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan 
umum”.3 
Dari ketiga definisi sistem menurut para ahli di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sistem merupakan alat yang dapat membantu 
pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan atau fungsi 
perusahaan. 
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 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 4. 
2
 Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), 1. 
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 Cenik Ardana, dan Lukman Hendro, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2015), 3. 

































Sistem akuntansi adalah salah satu sistem informasi diantara 




2. Pengertian Pengendalian Intern 
Perusahaan menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan 
operasi dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pimpinan perusahaan 
menyadari pentingnya manajemen yang didalamnya mengatur tentang 
pengendalian intern sebagai alat berharga dalam menunaikan tanggung 
jawabnya. 
Mulyadi menyatakan bahwa: 
“Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijadikan oleh 
dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang di desain 
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektifitas dan 
efisiensi operasi”. 5 
Widjaja menyatakan bahwa: 
“Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi 
oleh Board of Director, manajemen dan personil yang lain, yang 
didesain untuk mendapatkan keyakinan memadai (realibility 
assurance) tentang pencapaian dalam hal kesudahan laporan 
keuangan  (realibility offinancial reporting), kesesuaian dengan 
undang-undang dan peraturan yang berlaku (compliance with 
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 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 8. 
5
 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2001), 180. 
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 Amin Tunggal Widjaja, Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard, (Jakarta: Harvarindo, 
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3. Pengertian Sistem Pengendalian Intern  
Sitem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat 
untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada 
dalam perusahaan.
7
Sistem pengendalian intern meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 
menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 




Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan 
tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang 
membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, sistem 
pengendalian intern tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang 




Pengendalian intern duharapkan dapat melindungi kekayaan 
perusahaan yang diakibatkan dari pencurian, penggelapan 
keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan atau penempatan aktiva 
pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. 
4. Perbedaan karakteristik pengendalian intern akuntansi dalam 
sistem manual dengan sistem komputer. 
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 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 129. 

































a. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem manual10 
1) Pembagian tanggung jawab pelasanaan suatu transaksi ke 
tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya 
cek silang (cross-check) dan spesialisasi pekerjaan klerikal. 
2) Dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi 
penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. 
3) Manual system menitikberatkan pengendalian di tangan 
manusia, yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab 
pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian. 
b. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer.11 
1) Ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer, 
lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengolahan data, 
terutama yang menyangkit perhitungan dalam pengolahan 
data akuntansi. 
2) Komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan (edit) 
yang semula dilakukan oleh manusia melalui program 
komputer, sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen 
secara visual. 
3) Sistem komputer menitikberatkan pengendalian melalui 
program komputer, sehingga pembagian tanggung jawab 
fungsional dalam pelaksanaan transaksi dapat dikurangi. 
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 Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 181. 
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B. Tujuan Sistem Pengendalian Intern 
Tujuan pengendalian intern dilihat dari perspektif sistem informasi 
akuntansi, lebih ditujukan untuk membantu manajemen melakukan 
seperti dibawah ini: 
1. Menjaga aset organisasi. 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
3. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
4. Menjaga kelancaran operasi perusahaan. 
5. Agar semua lapisan yang ada diperusahaan tunduk pada hukum dan 
aturan yang sudah ditetapkan diperusahaan.
12
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Weygrant, Kieso, Kimmel 
mengemukakan beberapa prinsip pengendalian internal sebagai berikut:
13
 
1. Menetapkan tanggung jawab. 
2. Pemisahan tugas. 
3. Prosedur dokumentansi. 
4. Kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik. 
5. Verifikasi internal yang bersifat independen. 
6. Alat kontrol lainnya. 
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 V Wiratna Sujarweni, Sistem Akuntansi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 69. 
13
 Cenik Ardana, dan Lukman Hendro, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2015), 80. 





































1. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai. 
2. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya. 
3. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang 
berlaku. 
Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan 
pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat 
menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan 
dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan 
digunakan sebagai pedoman dalam perencaan. 
C. Komponen Pengendalian Intern 
Menurut COSO ada lima komponen dari pengendalian intern, yaitu:
15
 
1. Lingkungan pengendalian (control environment) 
Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada 
didalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur 
pengendalian intern yang baik. Beberapa komponen yang memengaruhi 
lingkungan pengendalian intern adalah: 
a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika 
(commitment to integrity and ethical value). Dalam perusahaan 
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 Wikipedia bahasa Indonesia, “ Pengendalian intern”, dalam 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern, diakses pada 6 Februari 2018. 
15
 Ibid, 71-74. 

































harus selalu ditanamkan etika dimana jika etika dilanggar itu 
merupakan menyimpangan. 
b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang 
dipakai oelh manajemen (manajement’s philosophy and operating 
style), artinya sisini bahwa manajemen akan selalu menegakkan 
aturan. jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. 
c. Struktur organisasi (organizational structur) 
1) Komite audit untuk dewan direksi (the audit committee of the 
board of directors). Tidak hanya karyawan kecil saja yang 
mendapatkan pengawasan, namun para jajaran tinggi perusahaan 
juga harus diawasi oleh suatu komite audit. 
2) Metode pembagian tugas dan tanggung jawab (methods of 
assigning authority and responsibility). Dalam perusahaan harus 
jelas dan tegas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
3) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia 
(human resources policies and practices). Perusahaan dalam 
memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang 
semestinya bukan berdasarkan nepotisme dan sejenisnya. 
4) Pengaruh dari luar (external influences). Apalagi lingkungan 
dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang 
buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang 
baik akan lebih mudah diterima. 
5) Kegiatan pengendalian. 

































2. Aktivitas pengendalian (control activities).  
 Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang 
dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan 
dan pengendalian operasi perusahaan. COSO mengindentifikasi 
setidak-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, 
yaitu: 
a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan 
b. Pembagian tugas dan tanggung jawab  
c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik. 
d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan 
perusahaan. 
e. Pemeriksa independen terhadap kinerja perusahaan. 
3. Penaksiran resiko (risk assessment).  
Manajemen perusahaan harus dapat mengindentifikasi berbagai 
risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami resiko, 
menajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga 
perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok 
resiko yang dihadapi perusahaan yaitu: 
a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengn cara yang salah 
(misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata 
dikerjakan secara manual). 

































b. Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal 
ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur-hamburkan, atau 
dicuri. 
c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan, 
atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak 
dapat dipercaya. 
4. Informasi dan komunikasi (informasi and communication).  
Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak 
harus mengetahui hal-hal dibawah ini: 
a. Bagaimana transaksi diawali. 
b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap di input ke 
sistem komputer atau langsung dikonversi ke sistem komputer. 
c. Bagaimana fail data dibaca, diorganisasi, dan diperbarui isinya. 
d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi 
diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat 
keputusan. 
e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan. 
f. Bagaimana transaksi berhasil. 
5. Pemantauan (monitoring).  
Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem 
informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak 
seperti yang diharapkan, dapat segara diambil tindakan. Berbagai 

































bentuk pemantauan didalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan 
salah satu atau semua proses berikut ini: 
a. Supervisi yang efektif (effective supervision) yaitu manajemen yang 
lebih atas yang mengawasi manajemen dan karyawan dibawahnya. 
b. Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) yaitu 
perusahaan menerapkan suaatu sistem akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-
masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh 
perusahaan. 
c. Audit internal (internal auditing) yaitu pengauditan yang dilakukan 
oleh auditor didalam perusahaan. 
D. Kegiatan Pengendalian Intern  
Kegiatan pengendalian intern adalah suatu tindakan yang dibutuhkan 
untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini antara lain menetapkan 
pelaksanaan prosedur kebijakan yang sudah dibuat serta memastikan 




1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. 
Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk 
persetujuan dari atasan. 
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 
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Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi 
yang telah dibuat perusahaan. 
3. Dokumen yang akan digunakan sebaiknya dirancang terlebih dahulu. 
Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat 
dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan. 
4. Perlindungan yang cukup ketat terhadap kekayaan dan catatan 
perusahaan. 
Perlindungan yang ketat ini meliputi: 
 Antara pencatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya. 
 Otorisasi, yaitu setiap pengeluaran uang harus diotorisasi pihak-
pihak yang berwenang. 
 Pemberian tugas dan tanggung jawab yang baik. 
 Penyelenggaraan catatan daan penyajian informasi yang akurat. 
 Pembatsan akses fisik terhadap kas dan bagian dokumen penting. 
 Tersedia tempat penyimpanan yang baik. 
 Pembatasan akses ruang-ruang penting. 
 Pengawasan yang ketat. 
5. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. 
Pemeriksa kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah 
berikut: 
 Membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan 
dengan bank, maupun membuat rekonsiliasi antara dua catatan yang 
terpisah atau berbeda mengenai suatu rekening. 

































 Melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan 
digudang dengan catatan persediaan. 
 Menyelenggarakan double entry bookkeeping, yaitu metode 
pencatatan yang selalu dilibatkan setidak-tidaknya dua rekening 
untuk mencatat transaksi. 
 Menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu 
penjumlahan dari atas kebawah. 
E. Penyebab Gagalnya pengawasan  
Pengawasan yang telah dilakukan oleh perusahaan sedemikaan rupa 
ada kemungkinan gagal dilakukan, penyebab kegagalan itu antara lain:
17
 
1. Adanya persekongkolan antar karyawan untuk melakukan kecurangan. 
2. Pengawasan kurang ditegakkan. 
3. Tidak ada sanksi jelas bagi para pelanggar. 
4. Ada kejahatan komputer, perusahaan yang sudah menggunakan 
komputerisasi dalam semua pencatatannya dapat di hack oleh para 
hacker, yaitu orang yang dapat merubah data sehingga tidak sesuai 
dengan hasilnya. 
F. Pengertian Sistem Penggajian  
Sistem penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh 
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Gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan 
yang dilakukan perusahaan setiap bulan.
19
 
Upah adalah pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan 




Membuat sistem penggajian dan penggajian merupakan hal yang 
penting, alasannya sebagai berikut:
21
 
1. Karyawan sensitif jika ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan 
gaji dan upah, maka perusahaan harus menghitungkan dengan rinci dan 
tepat waktu. 
2. Penggajian dan pengupahan serta pajaknya berkaitan dengan laba yang 
dihasilkan perusahaan. 
3. Penggajian dan pengupahan juga diatur oleh pemerintah, jika ada 
kesalahan akan dikenakan teguran dan sanksi dari pemerintah. 
G. Prosedur penggajian dan pengupahan22 
Dalam sistem penggajian dan pengupahan terdapat beberapa prosedur 
yang perlu dilaksanakan yaitu: 
1. Prosedur pencatatan waktu hadir 
Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menetukan gaji 
dan upah karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir 






 Ibid, 127-128. 
22
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digunakan untuk menetukan apakah karyawan dapat memperoleh gaji 
penuh, atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. 
2. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah 
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat 
daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar 
pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai 
pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian 
karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya. 
3. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah 
Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 
didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati 
manfaat dari tenaga kerja. 
4. Prosedur pembayaran gaji dan upah. 
Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan 
fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 
kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan 
upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank 
dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. 
H. Metode penyusunan daftar gaji dan upah 
Daftar gaji dan upah yang juga berfungsi sebagai jurnal gaji dan upah 
dapat disusun dengan tiga cara sebagai berikut:
23
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1. Metode tangan 
Langkah-langkah untuk menyusun daftar gaji dan upah dapat 
dipisahkan menjadi dua yaitu: 
a. Langkah persiapan: bagian gaji dan upah menerima catatan waktu 
hadir dan waktu kerja dari pencatat waktu. Catatan waktu hadir 
mingguan dibandingkan dengan catatan waktu kerja, kemudian 
catatan waktu hadir digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar 
gaji dan upah. 
b. Langkah penyusunan: bagian gaji dan upah mencatat nama pegawai, 
nomor kartu hadir, dan jam kerja (biasa dan lembur) dalam daftar 
gaji. Sumber datanya adalah catatan waktu hadir. Kemudian 
mencatat tarif gaji/upah dari daftar tarif dan mengalikan jam kerja 
dengan tarifnya. Pekerjaan mencatat dan mengalikan angka-angka 
dalam daftar gaji dilakukan dengan tangan. Sesudah hasil perkalian 
diketahui, ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan sehingga 
diketahui gaji kotor masing-masing karyawan. Langkah berikutnya 
adalah memasukkan potongan-potongan terhadap gaji sehingga 
dapat diketahui jumlah gaji bersih. Untuk mengecek perhitungan 
yang sudah dibuat, jumlahkan masing-masing kolom dan cocokkan 
dengan jumlah gaji bersih. 
2. Posting langsung dengan mesin 
Dengan cara ini gaji dan upah langsung dicatat dalam cek gaji dan 
laporan gaji karyawan, sedangkan formulir-formulir lainnya diletakkan 

































dibawah cek gaji, diberi karbon, sehingga data dalam cek gaji akan 
tembus ke formulir lainnya. Agar tembusan yang dibuat itu sesuai 
dengan yang diinginkan maka bentuk formulir-formulirnya dibuat 
sedemikian rupa sehingga sekali menulis dapat diperoleh beberapa 
formulir. 
3. Metode tanpa buku pembantu 
Dalam cara ini cek gaji dibuat rangkap 4, dimana tembusannya 
digunakan untuk berbagai macam tujuan. Pertama dibuat terlebih 
dahulu daftar gaji, kemudian dibuat cek gaji rangkap 4, menunjukkan 
data nama karyawan, tanggal, periode pembayaran, potongan-potongan 
dan gaji bersih. Cek gaji dan tembusan-tembusannya didistribusikan 
sebagai berikut: 
a. Cek gaji asli untuk karyawan 
b. Cek kedua untuk laporan gaji karyawan 
c. Cek ketiga disimpan dalam map-map untuk setiap karyawan, urut 
nomor karyawan dan dapat digunakan sebagai catatan gaji 
karyawan. 
d. Cek keempat berfungsi sebagai jurnal pengeluaran uang, dan 
disimpan urut nomor cek. 




1. Data karyawan 
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Berisi data identitas karyawan, jabatan, jumlah rupiah gaji dan upah 
yang diberikan. 
2. Kartu jam hadir 
Kartu ini digunakan presensi kedatangan dan kepulangan oleh 
karyawan. 
3. Kartu jam kerja  
Kartu ini digunakan untuk mengisi jam dalam mencatat waktu yang 
digunakan oleh tenanga kerja langsung pabrik untuk mengerjakan 
pasanan tertentu. 
4. Daftar gaji dan daftar upah 
Dokumen diisi besar gaji dan upah kotor sebelum dikurangi pajak. 
5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah 
Dokumen berisi ringkasan gaji dan upah setiap depatemen, dibuat 
berdasarkan daftar gaji dan upah. 
6. Surat pernyataan gaji dan upah 
Dokumen dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 
bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan 
yang terpisah dari pembuat daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat 
sebagai catatan bagi setap karyawan mengenai rincian gaji dan upah 
yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang 
menjadi beban setiap karyawan.
25
 
7. Bukti kas keluar 
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Dokumen berisi bukti pengeluaran kas untuk gaji dan upah.
26
 
I. Catatan Akuntansi yang digunakan 




1. Jurnal umum 
Dalam pencatatn gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk 
mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen 
didalam perusahaan. 
2. Kartu harga pokok produk 
Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung 
yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 
3. Kartu biaya 
Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 
langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam 
perusahaan. Sumber informasi untuk mencatat dalam kartu biaya ini 
adalah bukti memorial. 
4. Kartu penghasilan karyawan  
Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 
potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam 
kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 
yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan 
karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan 
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dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan oleh karyawan 
yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan 
karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya 
sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak 
diketahui oleh karyawan yang lain. 
J. Fungsi yang terkait pada sistem penggajian 
Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan 
pengupahan adalah sebagai berikut:
28
 
1. Fungsi kepegawaian  
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 
menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, 
membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan 
pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian 
karyawan. Fungsi kepegawaian ditangani oleh bagian kepegawaian. 
2. Fungsi pencatat waktu 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan 
waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian 
intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir 
karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi 
pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi pencatat waktu ditangani oleh 
bagian pencatat waktu. 
3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah 
yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan 
yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran 
gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat 
daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti 
kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah 
kepada karyawan. Fungsi pembuatan gaji dan upah ditangani oleh 
bagian gaji dan upah. 
4. Fungsi akuntansi 
Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi 
akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul 
dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan 
(misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang pensiun). 
Fungsi akuntansi ditangani oleh sistem akuntansi penggajian, 
5. Fungsi keuangan 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran 
gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Yang tersebut 
kemudian dimasukkan kedalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, 
untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Fungsi 
keuangan ditangani oleh bagian kasa. 
 



































K. Bagan alir dokumen sistem penggajian29 

















   
 
Keterangan : 
MDK  : menyerahkan data karyawan 
MP  : melakukan presensi 
DK  : data karyawan 
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DPK  : data presensi karyawan 
MDP DA : merekap data pegawai dan data absensi 
RAK  : rekap absensi karyawan 
MSG  : membuat slip gaji 
SG  : slip gaji 
VSG  : memvalidasi slip gaji 
SGD  : slip gaji yang divalidasi 
MLP  : membuat laporan penggajian 
LP  : laporan penggajian 




a. Karyawan menyiapkan data diri dan melakukan presensi, membuat 
data diri dan mengisi dokumen presensi harian, diberikan pada bagian 
Personalia Sumber Daya Manusia (PSDM). Setelah diproses, slip gaji 
yang divalidasi diberikan oleh bagian keuangan kepada karyawan 
berikut dengan uang gaji. 
b. PSDM menerima data karyawan dan hasil presensi dari karyawan. 
Bagian ini merekap presensi dan menghasilkan dokumen rekap absensi 
yang kemudian diberikan ke bagian keuangan. 
c. Bagian keuangan menerima rekap absensi dari PSDM. Bagian ini 
membuat slip gaji rangkap 3. Lembar 1,2,3 diberikan kepada manajer 
untuk divalidasi. Setelah slip gaji divalidasi oleh manajer, bagian 
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keuangan memberikan lembar slip gaji ke-1 dan uang kepada 
karyawan. Slip gaji divalidasi, kemudian lembar ke-3 disimpan. Bagian 
keuangan membuat laporan penggajian rangkap 2, lembar ke-1 
disimpan dan lembar ke-2 diberikan ke manajer. 
d. Manajer menerima tiga lembar slip gaji. Bagian ini memvalidasi ketiga 
lembar slip gaji. Lembar ke-2 disimpan, lembar ke-1 dan ke-3 diberikan 
pada bagian keuangan. Menerima laporan penggajian dari bagian 
keuangan untuk disimpan. 
L. Unsur Sistem pengendalian intern pada sistem penggajian31 
1. Aspek organisasi 
a. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi 
keuangan. 
b. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. 
2. Sistem otorisasi 
a. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah 
harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan 
perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. 
b. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan 
pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus 
didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. 
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c. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak 
penghasilan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah 
yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 
d. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 
e. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan 
yang bersangkutan. 
f. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 
g. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi 
oleh fungsi akuntansi. 
3. Prosedur pencatatan 
a. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 
dengan daftar gaji dan upah karyawan. 
b. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi 
ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. 
4. Praktik yang sehat 
a. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum 
kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga 
kerja langsung. 
b. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus 
diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 
c. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan 
ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan 
pembayaran. 

































d. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 
catatan penghasilan karyawan. 
e. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar 
gaji dan upah. 


































SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PENGGAJIAN DI BMT 
AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 
A. Sejarah Berdirinya BMT An-Nur Rewwin 
Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin merupakan lembaga 
keuangan syariah yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih No. 27 Rewwin, 
Kepuhkiriman, Waru, Sidoarjo. BMT ini berdiri berawal dari hasil 
musyawarah dan gagasan dari segenap pengurus masjid An-Nur Rewwin 
untuk mengembangkan alokasi dana dengan mempertimbangkan beberapa 
faktor diantaranya: 
1. Keprihatinan Yayasan An-Nur Rewwin dengan banyaknya jamaah 
khususnya dan ummat islam pada umumnya yang terjerat praktik riba 
yang dilakukan oleh orang perorangan maupun lembaga keuangan 
lainnya. 
2. Keprihatinan apabila masjid ketika akan membuat acara peringatan hari 
besar Islam (PHBI) selalu kewalahan atau kekurangan dalam masalah 
dana. 
3. Keinginan yayasan An-Nur Rewwin mempratikkan secara nyata hukum 
Islam dalam mengelola lembaga keuangan. 
4. Yayasan An-Nur Rewwin melalui bidang pengembangan usaha dan dana 
menjaring dana untuk kegiatan yayasan tidak hanya dengan menyebarkan 


































proposal dan list donatur, tetapi dengan memberikan pelayanan serta 
membantu kesejahteraan dan pencerahan ekonomi ummat. 
Segenap pengurus yayasan masjid An-Nur Rewwin tersebut sepakat 
untuk membuat suatu BMT yang resmi berdiri pada tanggal 16 Mei 2007 di 
depan Notaris: Wachid Hasyim, SH, Surabaya dengan nomor Akte 
Pendirian: 65. Adapun pengurus BMT ini sendiri terdiri dari beberapa 
sekumpulan pengurus masjid itu sendiri. Sedangkan, modal awal mendirikan 
BMT An-Nur Rewwin ini adalah Rp. 100.000.000, yang dimana sumber dana 
ini diperoleh dari hasil penjualan saham. Sedangkan, untuk satu lembar 
sahamnya seharga Rp. 600.000. namun, harga selembar saham tersebut tidak 
bertahan lama, itu dikarenakan banyaknya pengurus yayasan masjid An-Nur 
Rewwin yang ingin menanamkan modalnya pada saham tersebut, sehingga 
pada tahun ketiga sejak berdirinya BMT ini, segenap pengurus mempunyai 
inisiatif untuk merubah harga perlembar saham tersebut menjadi Rp. 
330.000. dengan terjangkaunya harga penjualan saham tersebut diharapkan 
akan banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya ke 
BMT An-Nur Rewwin semakin pesat hingga sampai saat ini. 
Adapun Visi Misi dari Baitul Mal wat Tamwil An-Nur Rewwin ini yakni: 
1) Visi BMT An-Nur Rewwin 
a. Mensejahterakan dan mencerahkan ummat. 
b. Menjadi keuangan lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang 
dan terpercaya. 


































c. Mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar, penuh keselamatan, 
kedamaian, dan kesejahteraan. 
2) Misi BMT An-Nur Rewwin 
a. Mengembangkan BMT sebagai saran gerakan pemberdayaan dan 
keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat yang penuh 
keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan serta mengutamakan 
kepuasan nasabah dan mitra kerja lainnya. 
b. Membangun kepercayaan pada masyarakat atau instansi lain yang 
bekerjasama dengan BMT. 
c. Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah 
potensial. 
d. Mengoptimalkan kinerja instansi. 
B. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas 
1) Struktur Organisasi 
STRUKTUR ORGANISASI 















ADMINISTRASI BENDAHARA SEKRETARIS 



































= Garis Instruksi 
    = Garis Kordinasi 
2) Personalia 
BMT An-Nur Rewwin memiliki 10 pegawai, berikut nama berserta 
jabatannya:  
a. Dewan Pengawas Syariah  : Drs. H Akhmad Mukarram, M.Hum 
b. Dewan Pengawas Umum  :  
1. Ir. H. M. Nadjikh 
2. Drs. H. Djoko Poerwanto 
c. Dewan Pengawas Keuangan :Drs. Ec. H. Achmadi Joedhono 
d. Ketua     : Gunung Rijadi 
e. Sekretaris     : Dennie Djumhariadi 
f. Bendahara     : H. Bambang Waluyojati 
g. Administrasi   :  
1. Nur Kholis 
2. Ita Anggini 
h. Account Officer   : H. Yudi Budiman 
i. Office Boy     : Mustaqim 
3) Deskripsi Tugas1 
a. Ketua 
                                                          
1
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
95. 


































1) Fungsi utama jabatan 
 Melakukan control/ pengawasan secara keseluruhan atas 
aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan 
memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas BMT. 
2) Tanggung jawab 
a) Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan 
perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota mekanisme 
rapat yang disepakati. 
b) Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang 
dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan/ 
pemberhentian karyawan. 
c) Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT. 
d) Terjaganya kondisi kerja yang aman, nyaman di BMT. 
e) Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar 
dalam rangka mengembangkan usaha BMT. 
f) Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari 
dari visi dan misinya. 
g) Meningkatkan kualitas SDM BMT. 
3) Tugas-tugas pokok 
a) Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan 
perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota melalui 
mekanisme rapat yang disepakati. 


































b) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan untuk 
membahas capaian target BMT serta kendala-kendala yang 
dihadapi BMT. 
c) Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-
strategi yang dapat dikembangkan BMT dalam pencapaian 
target. 
d) Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun 
perencanaan BMT.  
e) Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat 
anggota untuk melaporkan perkembangan BMT. 
f) Menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan 
perkembangan BMT secara periodik 
(triwulan/semester/tahunan) kepada anggota BMT. 
g) Mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan/ belanja 
BMT pada musyawarah anggota. 
h) Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang 
dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan 
pengangkatan/pemberhetian karyawan. 
i) Melakukan menilaian terhadap kinerja karyawan dan kebutuhan 
akan penambahan SDM. 
j) Membuka peluang kesempatan kerja secara terbuka apabila 
masih dibutuhkan formasi di BMT. 


































k) Melakukan tahap-tahap rekrutmen hingga seleksi karyawan 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
l) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau 
pemberhentian karyawan. 
m) Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT. 
n) Mengawasi secara keseluruhan aktivitas BMT. 
4) Wewenang 
a) Menyetujui/menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan 
alasan-alasan yang dapat diterima. 
b) Menyetujui/menolak pengajuan biaya (hasil rapat komite) 
apabila dianggap dapat merugikan lembaga. 
c) Menyetujui/menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. 
d) Menyetujui/menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai 
dengan batasan wewenang. 
e) Menyetujui/menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan 
yang tidak melalui prosedur. 
f) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang 
dilakukan manajemen pengelola. 
g) Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
h) Memberikan keputusan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 


































i) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan atau 
pemberhentian karyawan. 
j) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam sesuai dengan 
kegiatan utama BMT (simpan pinjam). 
b. Sekretaris 
1) Fungsi utama jabatan 
 Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang 
berkaitan dengan aktivitas badan pengurus. 
2) Tanggung jawab  
a) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut 
keanggotaan BMT. 
b) Semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan 
dengan badan pengurus. 
c) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan 
badan pengurus. 
d) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan. 
3) Tugas-tugas pokok  
a) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut 
keanggotaan BMT.  
b) Melakukan pendataan ulang terhadap anggota baru BMT. 
c) Melakukan penghimpunan biodata atau kelengkapan 
administrasi anggota BMT. 


































d) Melakukan registrasi keanggotaan BMT. 
e) Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang 
berkaitan dengan aktivitas badan pengurus. 
f) Melakukan kegiatan administrasi surat masuk dan keluar. 
g) Membuat kebijakan sistem administrasi pada tingkat badan 
pengurus. 
h) Mengadministrasikan dokumen lembaga yang sifatnya 
permanen, seperti akte pendirian. 
i) Membuat surat keputusan atau persetujuan ketua pengurus 
untuk pengangkatan karyawan yang ditandatangani ketua 
badan pengurus. 
j) Mengadministrasikan seluruh surat keputusan yang dikeluarkan 
oleh badan pengurus. 
k) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan 
badan pengurus. 
l) Menyusun kalender kerja badan pengurus bersama ketua dan 
bendahara. 
m) Mengatur rencana rapat dengan agenda yang disepakati dan 
evaluasi kegiatan badan pengurus. 
n) Mendistribusikan hasil rapat pengurus kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
o) Membuat notulasi pada setiap rapat. 


































p) Mendokumentasikan notulasi dan mendistribusikan kepada 
seluruh pihak yang berkepentingan. 
4) Wewenang 
a) Menandatangani undangan rapat. 
b) Mendokumentasikan arsip penting mengenai kepengurusan. 
c) Mendistribusikan hasil notulasi rapat pada seluruh pihak yang 
berkepentingan. 
c. Bendahara 
1) Fungsi utama jabatan 
 Melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan 
diluar unit-unit yang ada. 
2) Tanggung jawab 
a) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang 
berkepentingan. 
b) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib 
dan simpanan pokok anggota. 
3) Tugas-tugas pokok 
a) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang 
berkepentingan. 
b) Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektor 
riil). 


































c) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan 
pada rapat badan pengurus mengenai perkembangan BMT dari 
hasil laporan keuangan yang ada. 
d) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib 
dan simpanan pokok anggota. 
e) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok 
dan wajib. 
f) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi 
kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan 
wajib. 
g) Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan 
mengenai kondisi anggota. 
4) Wewenang  
a) Mengeluarkan laporan keuangan BMT untuk keperluan intern. 
b) Melakukan analisis keuangan BMT. 
d. Administrasi pembiayaan 
1) Fungsi utama jabatan 
 Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan 
hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain. 
2) Tanggung jawab 
a) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping) 
b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. 
c) Pengarsipan jaminan pembiayaan. 


































d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. 
e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon. 
f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan. 
g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan 
dan telah jatuh tempo. 
h) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain. 
3) Tugas-tugas pokok 
a) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping) dan 
melakukan proses dropping. 
b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. 
c) Pengarsiapan jaminan 
d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. 
e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon. 
f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan. 
g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan 
dan telah jatuh tempo. 
h) Membuat dan mengirimkan surat teguran pada mitra yang telah 
jatuh tempo. 
i) Membuat dan mengirimkan surat peringatan pada mitra yang 
akan jatuh tempo. 
j) Melakukan kontrol atas tindak lanjut surat pemberitahuan dan 
peringatan yang dikirimkan kepada mitra. 
k) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain 


































l) Membuat surat/aqad perjanjian pembiayaan maupun perjanjian 
lainnya. 
4) Wewenang  
a) Memberikan nomor rekening mitra pembiayaan. 
b) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-
arsip pendukung. 
c) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan 
pembiayaan atas persetujuan manajer. 
d) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan. 
e) Ikut memberikan konstribusi/usulan dalam rapat komite. 
C. Produk dan Aplikasi Akad 
 Dalam menjalankan kegiatan operasional Baitul Maal wat Tamwil An-
Nur Rewwin ini, maka didukung dengan dua jenis produk yakni produk 
simpanan dan produk pembiayaan. 
1. Produk simpanan 
 Dalam praktiknya, produk simpanan dalam BMT An-Nur Rewwin ini 
menggunakan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari riba yang sudah 
jelas diharamkan Allah Swt, yakni seluruh produk simpanan di BMT An-
Nur Rewwin ini menggunakan akad Wadi’ah Yad Dhamanah yang artinya 
BMT An-Nur Rewwin berhak mengelola dana tersebut secara profesional 
kepada masyarakat dengan imbal balik bonus kepada pemilik simpanan 


































dengan presentase yang ditentukan oleh manajemen BMT An-Nur 
Rewwin. 
 Sedangkan produk simpanan di BMT An-Nur Rewwin ini sendiri 
yakni diantaranya: 
a. Simpanan Mid}a>rabah 
 Yakni, simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat 
dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka serta akan diberikan bagi 
hasil yang menarik. 
 Adapun ketentuan-ketentuan dalam operasional atau aplikasi akad 
ini diantaranya: 
1) Membawa photo copy KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya. 
2) Mengisi formulir permohonan simpanan. 
3) Setoran simpanan pertama minimal Rp.50.000. 
4) Setoran berikutnya minimal Rp.10.000. 
5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. 
b. Simpanan Qurban dan Aqiqah 
 Yakni, simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan qurban 
atau aqiqah. 
 Adapun ketentuan-ketentuan dalam operasional atau aplikasi akad 
ini diantaranya: 
1) Membawa photo copy KTP/SIM/tanda pengenal lainnya. 
2) Mengisi formulir permohonan simpanan. 


































3) Mesarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga 
hewan). 
4) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 100.000. 
5) Setoran berikutnya per minggu Rp. 25.000 atau per bulan 
Rp.100.000. 
6) Hanya dapat diambil menjelang hari raya qurban atau menjelang 
hajat aqiqah. 
c. Simpanan Pendidikan 
1) Simapanan dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK 
hingga perguruan tinggi. Yang dapat digunakan untuk pembiayaan 
uang gedung, SPP dan pembelian peralatan sekolah lainnya. 
2) Simpanan ini bisa juga sebagai simpanan harian/mingguan/bulanan 
dari siswa, baik dikordinir pihak sekolah maupun berhubungan 
langsung. 
2. Produk pembiayaan 
a. Pembiayaan Musyarakah 
1) Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh 
BMT An-Nur Rewwin, untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu 
usaha yang halal dan telah disepakati bersama. 
2) Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin sepakat 
untuk berbagai hasil atas pendapatan usaha tersebut. 
 


































b. Pembiayaan Mura>bah}ah/Bai’ Bi Tsaman Ajil 
1) Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam bentuk penyediaan objek 
atau barang halal apa saja berdasarkan peasnan nasabah, serta BMT 
An-Nur Rewwin menjualnya kepada nasabah. 
2) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jatuh tempo yang 
disepakati (mura>bahah) atau diangsur sesuai jangka waktu yang 
disepakati (bai’ bi tsaman ajil). 
c. Pembiayaan Al-Qard{ al-Hasan 
 Pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial 
semata, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan 
pokok pembiayaan ditambah infak masjid An-Nur Rewwin. 
d. Gadai Syariah (Ar Rahn) 
1) Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau harta 
nasabah sebagai jaminan. 
2) Dalam pembiayaan ini nasabah akan dibebani untuk memberikan 
biaya penyimpanan atau penitipan barang berharga. 
D. Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Penggajian di BMT An-
Nur Rewwin  
 Penggajian karyawan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo di bawah 
Upah Minimum Regional (UMR) sebagai gaji pokoknya. Kemudian di BMT 
An-Nur Rewwin terdapat tunjangan yang diberikan kepada karyawan 
diperhitungkan berdasar masa kerja karyawan, serta tingkat jabatan 
karyawan yang bersangkutan. Dan dapat bonus apabila karyawan memiliki 


































kinerja yang baik, serta bonus THR. Mengenai pembayaran gaji karyawan 
dilakukan secara tepat waktu, yaitu ditentukan setiap tanggal 27, karyawan 
memperoleh hak gaji mereka. Apabila ternyata pada tanggal 27 tersebut 
merupakan hari libur, maka BMT An-Nur Rewwin mengambil kebijakan 
pembayaran gaji diundur atau dimajukan. 
 Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 
penggajian karyawan BMT An-Nur Rewwin terdiri dari: 
a. masa kerja karyawan 
  Masa kerja karyawan ditentukan pada saat diterimanya karyawan 
untuk bekerja sesuai dengan perjanjian di awal. Perjanjian itu tidak 
tertulis melainkan disampaikansecara langsung kepada ketua pengurus 
BMT An-Nur Rewwin. Dari masa kerja itulah penggajian dihitung. 
b. jabatan karyawan 
  Jabatan karyawan mempengaruhi gaji yang akan diterima oleh 
karyawan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi juga gaji yang 
diterima. 
c. presensi karyawan. 
  Presensi karyawan ikut diperhitungkan dalam menentukan gaji 
karyawan, jika karyawan tersebut rajin masuk secara otomatis gaji tidak 
dipotong, dan mendapatkan bonus. 
 Penerapan sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian di BMT 
An-Nur Rewwin meliputi fungsi yang terkait dalam sistem penggajian, 


































jaringan prosedur sistem penggajian, dan unsur pengendalian intern dalam 
sistem penggajian, berikut ini penjelasannya: 
a) Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian pada BMT An-Nur 
Rewwin yaitu: 
1) Fungsi kepegawaian 
 Fungsi ini bertanggung jawab mencari, merekrut, dan 
menyeleksi calon karyawan baru, serta memutuskan penempatan 
karyawan baru, di BMT An-Nur Rewwin. 
2) Fungsi pencatatan waktu 
 Fungsi pencatatan waktu sekaligus merangkap pembuatan 
daftar gaji ini bertanggung jawab untuk membuat catatan waktu 
hadir dan pembuatan daftar gaji bagi semua karyawan BMT An-Nur 
Rewwin. Pencatatan waktu hadir dan pembuatan daftar gaji di BMT 
An-Nur Rewwin menggunakan daftar hadir biasa, karyawan mengisi 
daftar hadir yang berisi catatan hari, tanggal, waktu datang, waktu 
pulang, dan tanda tangan. 
 Bagian administrasi bertanggung jawab membuat rekap 
catatan presensi karyawan untuk menentukan gaji karyawan. 
3) Fungsi keuangan 
 Fungsi keuangan ini merangkap fungsi akuntansi yang 
bertanggung jawab untuk mencatat bukti kas keluar, mencatat biaya 
gaji dalam jurnal umum serta mengisi cek pembayaran gaji 


































karyawan. Kemudian memberi gaji kepada karyawan sekaligus slip 
gajinya. 
b) Jaringan prosedur sistem penggajian karyawan BMT An-Nur Rewwin 
yaitu: 
1) Prosedur pencatatan presensi 
 Prosedur ini dilakukan dengan sistem manual (tulis tangan) di 
buku absensi yang dipegang oleh bagian pencatat waktu dengan 
uraian kegiatannya sebagai berikut: 
a. Karyawan yang mengisi presensi yang dicatat dibuku absensi 
pada waktu dan pulang yang diawasi oleh bagian pencatat 
waktu. 
b. Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan catatan yang ada 
pada catatan hadir karyawan. 
c. Menyerahkan daftar hadir karyawan ke bagian administrasi. 
2) Prosedur administrasi 
 Prosedur ini dilakukan oleh bagian administrasi dengan uraian 
kegiatan sebagai berikut: 
a. Menerima daftar hadir karyawan. 
b. Membuat dan menerima rekap daftar hadir berdasarkan catatan 
hadir karyawan. 
c. Membuat daftar gaji dan rekap daftar gaji karyawan 
berdasarkan dokumen masa kerja karyawan, jabatan karyawan. 


































d. Laporan rekap daftar gaji diajukan ke bagian keuangan untuk di 
setujui. 
3) Prosedur pembayaran gaji 
 Prosedur ini dilakukan oleh bagian keuangan dengan uraian 
kegiatan sebagai berikut: 
a. Menerima hasil rekap daftar gaji dari bagian administrasi. 
b. Menerima bukti kas keluar. 
c. Memberikan gaji kepada karyawan. 
d. Slip gaji diserahkan ke karyawan sebagai bukti gaji telah 
diterima. 
Prosedur Penggajian karyawan 








c) Unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem penggajian BMT An-Nur 
Rewwin meliputi: 
1) Aspek organisasi 
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 Struktur organisasi yang masih belum memisahkan tanggung 
jawab yang terkait dengan proses pelaksanaan prosedur penggajian 
di BMT An-Nur Rewwin ditunjukkan dengan: 
a. Fungsi pencatatan waktu dengan pembuatan daftar gaji. 
b. Fungsi keuangan dengan fungsi akuntansi. 
 Fungsi pencatatan waktu dipegang oleh bagian administrasi 
begitu juga dengan pembuatan daftar gaji. Fungsi keuangan dan 
fungsi akuntansi dipegang oleh bagian keuangan. 
2) Aspek otorisasi 
 Sistem otorisasi yang ada di BMT An-Nur Rewwin sebagai 
berikut: 
a. Pencatatan waktu hadir diotorisasi oleh administrasi. 
b. Setiap perubahan gaji karyawan karena kinerjanya berdasarkan 
pada rapat keputusan pengurus. 
c. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji diotorisasi oleh fungsi 
keuangan. 
d. Daftar gaji diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 
3) Aspek prosedur pencatatan 
 Prosedur pencatatan di BMT An-Nur Rewwin sebagai berikut: 
a. Gaji yang tercantum dalam kartu penghasilan diverifikasi oleh 
fungsi keuangan. 
4) Aspek praktik yang sehat 


































 Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di 
BMT An-Nur Rewwin sebagai berikut: 
a. Pengisian daftar hadir diawasi oleh bagian administrasi. 
b. Pembuatan daftar gaji diverifikasi sekaligus pembayaran oleh 
fungsi keuangan. 


































SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PENGGAJIAN DI BMT 
AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO 
A. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Penggajian di 
BMT An-Nur Rewwin  
1. Analisis terhadap fungsi-fungsi yang terkait pada sistem penggajian di 
BMT An-Nur Rewwin 
Fungsi-fungsi yang terkait pada sistem penggajian karyawan BMT 
An-Nur rewwin antara lain fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan 
waktu, dan fungsi keuangan. BMT An-Nur Rewwin belum memisahkan 
tugas dan tanggung jawab seperti fungsi pembuatan daftar gaji digabung 
dengan fungsi pencatatan waktu. Dan fungsi akuntansi digabung dengan 
fungsi keuangan. Dengan penggabungan fungsi tersebut sangat rentan 
untuk dimanipulasi keaslihan datanya. 
Struktur organisasi yang dimiliki BMT An-Nur Rewwin 
sederhana. Hal ini dapat mempermudah melakukan kontrol terhadap 
fungsi yang berkaitan dengan sistem penggajian. 
Penerapan sistem pengendalian intern pada sistem penggajian 
memiliki fungsi Dibawah ini analisis atas fungsi-fungsi yang terkait 
dalam sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin: 
 
 



































a. Fungsi kepegawaian  
Fungsi kepegawaian ditangani oleh ketua BMT An-Nur 
Rewwin dalam mencari karyawan baru, menyeleksi karyawan, 
memutuskan penempatan karyawan, membuat surat keputusan, dan 
kesepakatan kerja di BMT An-Nur Rewwin. Fungsi kepegawaian di 
BMT An-Nur Rewwin kurang baik dan kurang sesuai dengan teori 
fungsi kepegawaian dimana fungsi kepegawaian seharusnya ditangani 
oleh bagian kepegawaian bukan oleh ketua  pengurus.
1
 Tetapi Fungsi 
kepegawaian dengan fungsi pencatat waktu sudah sesuai 
pemisahannya dengan teori prinsip-prinsip pengendalian intern yaitu 
menetapkan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur 
dokumentasi, kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik. Verifikasi 
internal yang bersifat independen, dan alat kontrol lainnya.
2
 
b. Fungsi pencatatan waktu 
Fungsi pencatatan waktu dan pembuatan daftar gaji ditangani 
oleh bagian administrasi. Pencatatan waktu hadir dilakukan dengan 
menggunakan secara manual atau daftar hadir biasa. Pencatatan ini 
meliputi catatan hari, tanggal, waktu datang, waktu pulang, dan 
tanda tangan. Menggabungkan dua fungsi dalam satu bagian 
merupakan pengendalian intern yang tidak baik, karena bisa dibuat 
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untuk memanipulasi data karyawan. Sebaiknya kedua fungsi tersebut 
dipisah oleh bagiannya masing-masing. 
Menggunakan daftar hadir biasa yang menggabungkan fungsi 
pencatatan waktu dan pembuatan daftar gaji dikarenakan jumlah 
karyawan BMT An-Nur Rewwin sedikit, meskipun begitu bagian 
administrasi tetap mudah melakukan pemantauan kehadiran dalam 
penentuan perhitungan gaji yang akan diberikan kepada karyawan. 
Fungsi pencatatan waktu dan pembuatan daftar gaji di BMT 
An-Nur Rewwin belum sesuai dengan teori fungsi pencatatan waktu 
dan fungsi pembuat daftar gaji dan upah sebaiknya dari kedua fungsi 
tersebut dipisahkan penanggung jawabnya, karena fungsi pencatat 
waktu ditangani oleh bagian pencatat waktu, sedangkan fungsi 
pembuat daftar gaji ditangani oleh bagian gaji dan upah.
3
 Serta  
belum sesuai dengan teori prinsip pengendalian intern untuk 
mencapai tujuan pengendalian intern dalam perusahaan/instansi.
4
 
Tujuan tersebut yaitu menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen, menjaga kelancaran operasi perusahaan, serta agar semua 




c. Fungsi keuangan 
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Fungsi keuangan dan fungsi akuntansi ditangani oleh bagian 
keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat bukti kas keluar, 
mencatat biaya gaji dalam jurnal umum dan mengeluarkan gaji 
beserta slip gajinya. Fungsi keuangan yang merangkap fungsi 
akuntansi tersebut belum sesuai dengan teori fungsi akuntansi dan 
fungsi keuangan karena kedua fungsi tersebut terpisah penanggung 
jawabnya. Fungsi akuntansi ditangani oleh sistem akuntansi 
penggajian, sedangkan fungsi keuangan ditangani oleh bagian kasa.
6
 
2. Analisis terhadap jaringan prosedur sistem penggajian karyawan BMT 
An-nur Rewwin  
Jaringan prosedur penggajian di BMT An-Nur Rewwin terdiri dari 
prosedur pencatatan presensi, prosedur administrasi, dan prosedur 
pembayaran gaji. Berikut analisis jaringan prosedur sistem penggajian 
BMT An-Nur Rewwin: 
a. Prosedur pencatatan presensi 
Pencatatan presensi dilakukan dengan sistem manual di buku 
absensi yang dipegang oleh bagian administrasi pencatatan waktu 
dengan mengawasi setiap karyawan yang mengisi daftar hadir pada 
waktu masuk dan pulang. Menggunakan sistem manual untuk absensi 
karena jumlah karyawan BMT An-Nur Rewwin  yang sedikit. 
Walaupun menggunakan sistem manual dalam pencatatan absensi 
bagian administrasi tetap mudah untuk mengawasi setiap karyawan 
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yang mendatangani daftar hadir ketika masuk kantor dan pulang 
kantor. Dari data yang sudah ada dapat dianalisis bahwa prosedur 
pencatatan presensi di BMT An-Nur Rewwin sudah baik dan sesuai 
dengan teori prosedur pencatatan waktu hadir yaitu pencatatan waktu 
hadir ini diselenggarakan untuk menetukan gaji dan upah karyawan.
7
 
Serta sesuai dengan teori tujuan sistem pengendalian intern.
8
 Dan 
sesuai dengan prinsip sistem pengendalian intern.
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b. Prosedur administrasi 
Prosedur ini dilakukan oleh bagian administrasi yang menerima 
daftar hadir karyawan, kemudian membuat dan menerima rekap 
daftar hadir berdasarkan catatan hadir karyawan, membuat daftar gaji 
dan rekap daftar gaji karyawan berdasarkan dokumen masa kerja 
karyawan, jabaran karyawan, dan laporan rekap daftar gaji diajukan 
ke bagian keuangan untuk disetujui. Dari data tersebut dapat 




c. Prosedur pembayaran gaji 
Prosedur  ini dilakukan oleh bagian keuangan yang menerima 
hasil rekap daftar gaji dari bagian administrasi menerima bukti kas 
keluar, memberikan gaji kepada karyawan, dan slip gaji diserahkan ke 
karyawan sebagai bukti gaji telah diterima. Dari data yang sudah ada 
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dapat dianalisis bahwa prosedur pembayaran gaji sudah sesuai dengan 
teori prosedur sistem akuntansi penggajian.
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3. Analisis unsur pengendalian intern pada sistem penggajian di BMT An-
Nur Rewwin 
a. Aspek organisasi  
Struktur organisasi yang ada di BMT An-Nur Rewwin belum 
bisa dikatakan baik dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab di 
karenakan jumlah karyawan yang sangat sedikit. Berikut organisasi 
yang dapat dipisahkan tanggung jawab fungsional di BMT An-nur 
Rewwin yaitu: 
1) Fungsi pencatatan waktu dan fungsi pembuatan daftar gaji 
ditangani oleh bagian administrasi. 
2) Fungsi keuangan dan fungsi akuntansi ditangani oleh bagian 
keuangan. 
Aspek organisasi yang ada di BMT An-Nur Rewwin setelah 
dianalisis data asli BMT An-Nur Rewwin dengan teori unsur-unsur 
sistem pengendalian intern belum sesuai dengan fungsi-fungsi yang 










 Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi 4, . . . 321-324. 



































b. Aspek otorisasi 
Setiap karyawan BMT An-Nur Rewwin yang namanya 
tercantum dalam daftar gaji harus sudah terdaftar jadi pegawai BMT 
An-Nur Rewwin yang disepakati oleh pengurus dan pengawas BMT 
An-Nur Rewwin. 
Daftar hadir sebagai dasar untuk menentukan besarnya gaji 
karyawan diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu dibawah 
pengawasan bagian administrasi. Setiap perubahan gaji karyawan 
karena kinerjanya berdasarkan pada rapat keputusan pengurus BMT 
An-Nur Rewwin. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji diotorisasi 
oleh fungsi keuangan.dan daftar gaji diotorisasi oleh pencatat waktu 
dibawah pengawasan bagian administrasi. 
Aspek otorisasi yang ada di BMT An-Nur Rewwin cukup baik, 
karena ada beberapa yang sesuai dengan teori unsur-unsur sistem 




c. Aspek prosedur pencatatan 
Prosedur pencatatan dilakukan oleh bagian yang berkaitan 
dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Bagian 
keuangan yang sekaligus merangkap bagian akuntansi melakukan 
pencatatan bukti kas keluar, mencatat biaya gaji dalam jurnal umum 
serta mengisi cek pembayaran gaji karyawan, dan memberikan gaji 
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kepada karyawan yang sudah menjadi haknya. Kemudian bagian 
administrasi membuat rekap catatan presensi karyawan untuk 
diserahkan kepada bagian keuangan. Dokumen dan catatan yang 
digunakan dalam sistem penggajian adalah masa kerja karyawan, 
jabatan karyawan, presensi karyawan. 
Perubahan yang ada dalam pemberian gaji karyawan diputuskan 
dan disahkan oleh pengurus BMT An-Nur Rewwin dengan 
pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembayaran gaji 
dilakukan oleh bagian keuangan. Prosedur pencatatan yang ada di 
BMT An-Nur Rewwin cukup baik, walaupun banyak yang harus 
diperbaiki. Catatan-catatan yang berkaitan dengan sistem penggajian 
dapat diarsipkan dan setiap saat dapat dilaporkan kepada pihak yang 
menggunakan secara tepat waktu. 
Aspek prosedur pencatatan di BMT An-Nur Rewwin cukup 
sesuai dengan teori unsur-unsur pengendalian intern dan kegiatan 
pengendalian intern, walaupun jumlah karyawan sedikit.
14
 
d. Aspek praktik yang sehat 
Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
bagian organisasi dengan tujuan agar pelaksanaan tugas dan 
fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dan 
ditetapkan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin. Pembagian tanggung 
jawab fungsional serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan 
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tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara 
untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Prosedur 
yang telah disepakati dan ditetapkan adalah pembuatan daftar gaji 
yang diverifikasi oleh fungsi keuangan sebelum melakukan 
pembayaran gaji kepada karyawan. 
Praktik yang sehat dalam sistem penggajian di BMT An-Nur 
Rewwin dapat dilihat dan ditunjukkan dengan fungsi pengisian daftar 
hadir yang diawasi dan dipegang oleh bagian administrasi, tetapi 
pembuatan daftar gaji juga dipegang oleh bagian administrasi. 
Praktik yang sehat di BMT An-Nur Rewwin bisa dikatakan cukup 
baik dan cukup sesuai dengan teori unsur-unsur pengendalian intern.
15
 
Dan teori kegiatan pengendalian intern yaitu pemberian otorisasi atas 
transaksi dan kegiatan. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 
Dokumen yang digunakan sebaiknya dirancang terlebih dahulu, 
perlindungan yang cukup ketat terhadap kekayaan dan catatan 
perusahaan. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan.
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pengendalian 
intern pada sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. BMT An-Nur Rewwin telah memisahkan tugas dan tanggung jawab 
fungsional terkait dengan sistem pengendalian intern pada masing-
masing bagian dalam sistem penggajian karyawan. Tetapi terdapat 
kelemahan pada sistem penggajian di BMT An-Nur Rewwin, yaitu 
fungsi pembuatan daftar presensi dan fungsi pembuatan daftar gaji yang 
ditangani oleh satu orang yaitu bagian administrasi, selanjutnya fungsi 
akuntansi dan fungsi keuangan yang ditangani oleh satu orang yaitu 
bagian akuntansi.  
2. Jaringan prosedur sistem penggajian karyawan BMT An-Nur Rewwin 
terdiri dari prosedur pencatatan presensi, prosedur administrasi, 
prosedur pembayaran gaji. Prosedur tersebut sederhana serta mudah 
dipahami dan dimengerti. Sistem pengendalian intern dalam sistem 
penggajian di BMT An-Nur Rewwin menunjukkan bahwa pengendalian 
internnya bisa dikatakan baik. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggung 
jawab dalam struktur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur 

































pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan 
fungsi setiap bagian-bagian organisasi di BMT An-Nur Rewwin. 
B. Saran  
Sistem pengendalian intern di BMT An-Nur Rewwin sudah baik, tetapi 
masih ada beberapa fungsi yang harus diperbaiki, terutama yang merangkap 
dua fungsi seperti fungsi pembuatan daftar presensi dan fungsi pembuatan 
daftar gaji yang ditangani oleh satu orang yaitu bagian administrasi, 
selanjutnya fungsi akuntansi dan fungsi keuangan yang ditangani oleh satu 
orang yaitu bagian akuntansi, supaya lebih efektif dalam melakukan 
tanggung jawab dari tiap-tiap bagian. 
Pencatatan transaksi seperti slip gaji sebaiknya jangan dijadikan satu 
slip, karena setiap karyawan menerima jumlah gaji yang berbeda. Dan bukti 
kas keluar, distribusi biaya, biaya gaji dalam pencatatan laporan keuangan 
ada bagian khusus yang menangani transaksi tersebut. 
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